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ABSTRAK 

Iswadi, NIM 2122100020, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: 

“Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Sensus Barang Milik 

Negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah 

PMK 181 Tahun 2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara sudah 

diterapkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, baik itu cara pembukuan, 

pencatatan, inventarisasi dan pelaporanya. Penelitian ini melibatkan narasumber 

secara langsung yaitu pengelola aset dan koordinator aset sehingga mendapatkan 

data yang akurat, transparan dan akuntabel. Metode analisis yang digunakan yaitu 

statistik deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Karena aset merupakan salah satu faktor penting 

penunjang laporan keuangan dan target pemeriksaan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan dalam menentukan opini. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan Barang 

Milik Negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMK 181 Tahun 2016). Walaupun 

ada beberapa kriteria yang belum dilaksanakan. 

Kata Kunci: Kerja sama antara pengelola dan koordinator serta para 

pengguna aset di BPS Kabupaten Klaten merupakan faktor 

penting dalam pengelolaan aset. 
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ABSTRACT 

Iswadi, NIM 2122100020, Accounting Study Program, Faculty of 

Economics and Psychology, Widya Dharma University, Klaten, Thesis title: 

"Analysis of the Administration of State Property through the Census of State 

Property at the Klaten Regency Central Statistics Agency." 

The aim of this research is to test and analyze whether PMK 181 of 

2016 concerning the administration of State Property has been implemented at 

the Klaten Regency Central Statistics Agency, including the method of 

bookkeeping, recording, inventory and reporting. This research directly involves 

resource persons, namely asset managers and asset coordinators, so as to obtain 

accurate, transparent and accountable data. The analytical method used is 

descriptive statistics in the form of written or spoken words from people and 

observable behavior. Because assets are one of the important factors supporting 

financial reports and audit targets from the Supreme Audit Agency in determining 

opinions. 

The results of this research indicate that the administration of State 

Property at the Klaten Regency Central Statistics Agency is in accordance with 

applicable laws and regulations (PMK 181 of 2016). Although there are several 

criteria that have not been implemented. 

Keywords: Collaboration between managers and coordinators as well as asset 

users at BPS Klaten Regency is an important factor in asset 

management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset negara yang perlu 

dikelola secara teratur dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Amiri, 2015). Ruang lingkup 

penatausahan BMN meliputi inventarisasi, pencatatan, pembukuan, dan 

pelaporan BMN. BMN dapat diperoleh dari hibah, pembelian, penyelesaian 

pembangunan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, pembatalan, penghapusan, 

rampasan, reklasifikasi masuk dan transfer masuk. Objek penatausahaan BMN 

meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Angaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan semua barang yang diperoleh dari 

perolehan lainya yang sah yaitu hibah, perjanjian, Undang-Undang, dan 

putusan pengadilan. Sensus Barang Milik Negara merupakan salah satu 

instrumen penting dalam manajemen aset negara. BMN mencakup berbagai 

bentuk aset yang dimiliki oleh pemerintah seperti properti, kendaraan, 

peralatan, dan berbagai jenis barang milik negara lainnya. Pengelolaan sensus 

BMN yang efisien dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan 

bahwa aset-aset ini dikelola dengan baik, meminimalkan risiko kehilangan 

atau kerusakan, serta memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan 

penggunaannya. 
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      Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap 

penatausahaan barang milik negara melalui sensus barang milik negara di BPS 

Kabupaten Klaten. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada, memberikan rekomendasi perbaikan, serta 

merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan penatausahaan aset 

negara di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola barang milik negara, 

memperbaiki proses sensus barang milik negara, serta memberikan 

pemahaman yang lebih baik akan pentingnya data yang akurat dalam 

pengambilan keputusan pemerintah di Kabupaten Klaten. Penatausahan adalah 

rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 

BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016). Dalam pengertian lain, 

Penatausahan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, 

pembukuan, dan pelaporan BMN yang harus dicatat ke dalam daftar barang 

kuasa penguna oleh kuasa pengguna barang (Dadang Suwanda, 2013:186). 

Meskipun penting, pengelolaan sensus BMN seringkali dihadapkan pada 

berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya sistem informasi yang 

terintegrasi, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya 

transparansi dalam proses pengelolaan, dan masalah hukum atau regulasi 

dapat menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi dan transparansi yang 

diinginkan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dalam 

pengelolaan sensus barang milik negara, seperti sumber daya manusia, 
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teknologi, atau kebijakan internal. Faktor yang bisa berpengaruh terhadap 

tingkat transparansi, termasuk mekanisme pelaporan, aksesibilitas informasi, 

dan keterlibatan masyarakat. mempengaruhi tingkat transparansi, termasuk 

mekanisme laporan, aksesibilitas informasi, dan keterlibatan masyarakat. 

Menyelidiki bagaimana tingkat efisiensi dan transparansi berkontribusi 

terhadap analisis penatausahaan barang milik negara melalui sensus BMN. 

      Pelayanan publik berkualitas dan berkelanjutan memerlukan informasi 

akurat dan dapat dipercaya tentang aset negara. Sensus BMN menjadi 

instrumen kunci dalam mendapatkan data yang diperlukan. Badan Pusat 

Statistik mempunyai misi menghasilkan data akurat, reliabel, dan transparan. 

Efisiensi dan transparansi pada pengelolaan sensus BMN merupakan hal yang 

krusial. Identifikasi karakteristik serta tantangan khusus yang dihadapi adalah 

pengelolaan sensus BMN di Kabupaten Klaten, termasuk potensi masalah 

administratif atau hambatan lokal.  

      Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif tentang 

penatausahaan BMN melalui sensus BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Klaten. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali wawasan 

mendalam dari para pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan dan 

solusi potensial dalam pengelolaan sensus BMN. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan proses penatausahan BMN meliputi inventarisasi, 

pencatatan, pembukuan, dan pelaporan melalui pelaksanan sensus BMN di 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.  
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      Inventarisasi barang milik negara adalah proses pencatatan, 

pengelolaan, dan pemantauan terhadap semua aset atau barang yang dimiliki 

oleh pemerintah atau entitas publik. Tujuan dari inventarisasi barang milik 

negara adalah untuk mencatat, mengendalikan, dan mengelola aset-aset 

tersebut secara efisien. Dengan memiliki daftar inventaris yang akurat, 

pemerintah dapat melacak lokasi, kondisi, dan nilai dari setiap aset. Hal ini 

membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, perawatan, 

dan pemeliharaan aset secara efektif. Inventarisasi barang milik negara juga 

dapat membantu mencegah kehilangan atau pencurian aset, mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan 

kekayaan negara. Proses ini penting untuk menjaga transparansi dan integritas 

dalam administrasi pemerintah serta memastikan bahwa aset-aset tersebut 

dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

      Pencatatan barang milik negara merujuk pada kegiatan mencatat secara 

sistematis dan rinci mengenai semua aset atau barang yang dimiliki oleh 

pemerintah atau entitas publik. Pencatatan ini mencakup berbagai jenis aset, 

seperti properti tanah, bangunan, fasilitas, kendaraan, peralatan, dan barang 

inventaris lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Pencatatan 

barang milik negara melibatkan penggunaan sistem informasi dan prosedur 

yang terstruktur untuk memastikan bahwa data yang dicatat akurat, dapat 

diandalkan, dan mudah diakses. Ini juga sering melibatkan penggunaan 

teknologi informasi dan perangkat lunak khusus untuk manajemen aset guna 

meningkatkan efisiensi pencatatan dan pemantauan. Pencatatan yang baik 
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merupakan elemen kunci dalam manajemen aset yang efektif dan transparan 

di sektor publik. 

      Pembukuan barang milik negara adalah proses pencatatan secara rinci 

dan sistematis mengenai semua transaksi dan kegiatan yang terkait dengan 

aset atau barang yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. Pembukuan 

ini mencakup berbagai jenis aset, termasuk properti tanah, bangunan, fasilitas, 

kendaraan, peralatan, dan barang inventaris lainnya. Pembukuan barang milik 

negara melibatkan penggunaan prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. Pencatatan transaksi melibatkan penggunaan sistem 

informasi keuangan dan perangkat lunak akuntansi yang dapat mencatat dan 

melacak setiap transaksi yang terkait dengan aset negara. Prosedur pembukuan 

juga harus mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan 

kekayaan negara. Hal ini mencakup penggunaan anggaran dengan tepat, 

pencatatan pembelian atau pengadaan baru, pemeliharaan, perbaikan, dan 

prosedur penghapusan aset yang sudah tidak terpakai atau rusak. Pembukuan 

barang milik negara menjadi bagian integral dalam sistem manajemen 

keuangan pemerintah dan memberikan dasar yang kuat untuk akuntabilitas, 

transparansi, dan pengelolaan yang efektif dari aset publik. 

      Pelaporan barang milik negara merujuk pada proses penyusunan dan 

penyampaian informasi yang berkaitan dengan aset atau barang yang dimiliki 

oleh pemerintah atau entitas publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pelaporan ini mencakup berbagai jenis aset, seperti properti tanah, bangunan, 

fasilitas, kendaraan, peralatan, dan barang inventaris lainnya. Pelaporan 
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barang milik negara umumnya melibatkan penyusunan laporan keuangan yang 

mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya terkait. 

Laporan keuangan ini harus mematuhi standar dan prinsip akuntansi yang 

berlaku serta regulasi keuangan yang berlaku di wilayah atau negara tersebut. 

Pada dasarnya, pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi yang 

lengkap, jujur, dan terpercaya kepada pemangku kepentingan agar mereka 

dapat membuat keputusan yang informasional dan pemerintah atau entitas 

publik dapat dikelola dengan baik. 

      Salah satu contoh penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini 

yaitu penelitian dari Puspitoarum, M (2016) terkait Analisis Pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makasar, 

yang menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan BMN pada BPS Kota 

Makasar masih kurang maksimal karena pengeluaran BMN yang tidak 

semuanya tercatat dalam kartu kendali, kodefikasi barang/label barang belum 

sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.6/2010 dan belum diperbaharui serta 

keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pengelolaan BMN. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Puspitoarum, 

M (2016) adalah adanya kesamaan menganalisis topik terkait penatausahaan 

BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Puspitoarum, M (2016) terletak 

pada instansi yang menjadi objek penelitian, sedangkan penelitian Setiadi 

(2018) menggunakan objek Kantor BPS Kota Makassar sedangkan peneliti 

menggunakan objek penelitian di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten 



 

7 
 

Klaten. Penelitian tersebut menganalisis penghapusan BMN dan sudah 

mencantumkan persentase penilaian aset BPS Kota Makassar melalui diagram 

lingkaran sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. 

Kekurangan penelitian tersebut yaitu belum mencantumkan proses pelaporan 

terhadap BMN yang dimiliki BPS Kota Makassar dan ruang lingkup 

penelitian yang masih belum luas.  

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

dan panduan bagi entitas pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan 

transparansi pengelolaan sensus BMN. Dengan demikian, mereka dapat 

bekerja menuju pencapaian penatausahaan aset yang baik, yang akan 

membuktikan komitmen mereka terhadap tata kelola aset negara yang baik 

dan akuntabel.  

B. Batasan Masalah 

      Banyak hal yang menyebabkan masih banyak kendala dari pengelolaan sensus 

BMN. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang 

lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi 

permasalahan pada implementasi PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang 

penatausahaan barang milik negara di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis pencatatan, 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Klaten. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: Bagaimana proses penatausahaan BMN yang sesuai dengan PMK 

Nomor 181 Tahun 2016 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

Untuk menganalisis implementasi PMK 181 tahun 2016 di Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Klaten. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi dalam 

mengambil keputusan. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan kajian untuk melakukan pengelolaan Sensus BMN di 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten secara efisien. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk 

mengetahui gambaran kualitatif mengenai Analisis Penatausahaan 
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BMN Melalui Sensus BMN di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Klaten. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari hasil analisis penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada 

satuan kerja BPS Kabupaten Klaten, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penatausahaan BMN tahap pembukuan dari 18 kriteria menurut 

PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Pelaksanaan penatausahaan BMN tahap inventarisasi dari 11 kriteria yang 

ditetapkan menurut PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten 

telah memenuhi 9 kriteria. Yang belum dipenuhi oleh BPS Kabupaten Klaten 

yaitu tidak menyiapkan label sementara dan tidak menempelkan label 

registrasi sementara tetapi menggunakan label registrasi permanen. 

3. Pelaksanaan penatausahaan BMN tahap pelaporan dari 11 kriteria menurut 

PMK No. 181 Tahun 2016 pada BPS Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

4. Pelaksanaan pencatatan BMN melalui Aplikasi Sakti pada Badan Pusat 

Statistik pada tahap pencatatan dari 8 kriteria menurut PMK No. 181 Tahun 

2016 pada BPS Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Berdasarkan teori Stewardship, pengelola BMN pada satuan kerja Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Klaten telah bertanggung jawab dalam mengelola aset 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan 

akuntabel. 

B. Saran  

Untuk BPS Kabupaten Klaten dapat melakukan penatausahaan BMN lebih 

baik dan optimal, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan inventarisasi BMN BPS Kabupaten Klaten sebaiknya 

menyiapkan dan menempelkan label sementara yang akan ditempelkan pada 

BMN yang bersangkutan agar data semua BMN tersedia secara baik dalam 

upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik. 

2. Diharapkan satuan kerja BPS Kabupaten Klaten lebih teliti dalam menginput 

data BMN ke dalam aplikasi SAKTI BMN untuk mencegah kesalahan akibat 

human error. 

3. BPS Kabupaten Klaten sebaiknya menambahkan pegawai pada bagian 

pengelola BMN, mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang penatausahaan 

BMN melalui penggunaan aplikasi SAKTI BMN untuk meningkatkan 

kualitas kemampuan sumber daya manusia (SDM). 

4. Untuk masa mendatang diharapkan BPS Kabupaten Klaten dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan 

prosedur atau mekanisme penatausahaan BMN. 
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